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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

—

WALI NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN

bahwa dalam rangka merubah pola pikir masyarakat dalam upaya
perlindungan anak perlu diadakan strategi berupa Perlindungan Anak
Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), sebagaimana kebijakan
yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, dimana peran serta
masyarakat dalam upaya memberikan perlindungan terhadap anak
dalam bentuk pencegahan untuk tidak terjadinya kekerasan ataupun
pelanggaran hak anak;

bahwa upaya pencegahan kekerasan terhadap anak dan menanggapi
kekerasan terhadap anak perlu langkah-langkah terpadu dari berbagai
lembaga, instansi dan masyarakat;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf
a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Painan
Timur Painan Kecamatan IV Jurai tentang Pengangkatan Aktivis atau
Relawan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat Nagari
Painan Timur Painan Kecamatan IV Jurai.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4419);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
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Kouangan Antara Pemerintah  Pusat  dan Pemerintah  Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi
dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4635), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31
Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2006, tentang Perlindungan Saksi dan korban (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602),

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4419);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928),

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan
Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5601);

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578),

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan
dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan
Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4768);,

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan



Menetapkan
Kesatu

Kedua

Restitusi Bagi Anak yang menjadi korban Tindak Pidana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 219, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6131),

16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;

17. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 11 T ahun 2011 tentang Kebijakan
Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;

18. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator
Kabupaten/Kota Layak Anak;

19. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan
Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;

20. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan
Pembangunan Keluarga,

21. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Konvensi Hak-
Hak Anak;

22, Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2017
Tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

24. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 38 Tahun 2016 tentang
Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan
Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak.

MEMUTUSKAN

Penetapan aktivis atau Relawan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis
Masyarakat (PATBM) yang tersebut dalam Lampiran Keputusan.

Aktivis atau Relawan  Perlindungan Anak Terpadu Berbasis

Masyarakat (PATBM) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU
mempunyai tugas:

1. Melaksanakan rapat rutin tentang perlindungan anak;
2. Melaksanakan pencatatan, pengarsipan/dokumen kegiatan berkaitan
dengan perlindungan anak;

3. Melaksanakan publikasi/sosialisasi/kampanye anti kekerasan/
promosi hak anak;

4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Kementerian



Ketiga

Kelima

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik
Indonesia Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat
(PATBM); dan

5. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan Melaksanakan tugas-

tugas lain yang ditetapkan oleh Kementerian Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia
Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)
Kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, Nagari
Painan Timur Painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan
dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan Timur
Pada tanggal : 03 Januari 2022




Lampiran Surat Keputusan Wali Nagari Painan Timur Painan Kecamatan IV Jurai

Nomor 140/15/Kpts/Nagari-PTP/1/2022
Tanggal 03 Januari 2022
Tentang : Penetapan Aktivis Atau Relawan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis

Masyarakat (PATBM) Nagari Painan Timur Painan Kecamatan IV Jurai

Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 Sampai Dengan 2024

PENETAPAN AKTIVIS ATAU RELAWAN PERLINDUNGAN ANAK

TERPADU BERBASIS MASYARAKAT (PATBM) NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN -

KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2022 SAMPAI DENGAN 2024

{f;"«-'-—PMI}\fAN TIMUR\PAINAN

- No Nama Jabatan } Alamat !.
1. | Hendra Ardison Chandra, SE | Pelindung Kp. Kampung Tangah i

3. | H. Syafnir, SP. Dt. R, Intan | Penasehat "Kp. Painan Timur

3. | Marsono Wakil Penasehat Kp. Painan Timur i

4. ! Rika Emilda Pembina | Kp. Kampung Tangah 5

5. | Yora Adhayani, A.Md. Keb Ketua ' Kp. Painan Timur I
6. | Astika Candra Pertiwi, A. Md. | Wakil Ketua l Kp. Kampung Tangah j;
Keb. ‘ {

7. | Dewi Susanti Sekretaris Kp. Painan Timur 1
8. | Firma Sunandra Wakil Sekretaris | Kp. Painan Timur |
9. | Susi Handayani, A.Md Bendahara 7 Kp. Painan Timur 1
10. | Imawati Anggota Kp. Kampung Tangah ]5
'. s
11. | Kursius Samawati Anggota Kp. Kampung Tangah ‘
12. | Liza Rafour Anggota ‘ Kp. Painan Timur ‘
13. | Desmiwati Anggota L Kp. Painan Timur
el e | ]

SE




